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ABSTRAK 

 

Pembunuhan adalah delik pidana yang diancam qishash. Pembunuhan 

bisa menghalangi hak waris dan wasiat. Sebagaimana dalil-dalil yang telah 

ada. Dalam pembunuhan tidak sengaja di ancam dengan diyat dan kafarat. 

Pembunuhan sengaja dan tidak sengaja adalah dua jarimah yang berbeda. Jika 

kedua jarimah tersebut sama-sama menghalangi hak waris, bukankah hal itu 

menggambarkan ketidak adilan suatu hukum?. ‘Uqubah (pertanggungjawaban) 

di jatuhkan sesuai dengan jarimah yang dilakukan. 

Pembunuhan tidak sengaja adalah suatu perbuatan yang tidak disengaja 

melakukan perbuatan yang dilarang akan tetapi perbuatan tersebut terjadi 

akibat kesalahannya. Bagaimana hukum Islam memandang pembunuhan tidak 

sengaja kaitannya dengan hak waris.  

Dari persoalan inilah pentingnya pendekatan yuridis normatif dalam 

memecahkan persoalan yang menyangkut hak-hak sipalaku sebagai ahli waris 

yang harus menerima warisan. Karena dalam pembunuhan tidak sengaja tidak 

sedikitpun ada unsur pembunuhan  

Untuk meneliti persoalan tersebut maka metode yang ditempuh adalah 

dengan mengumpulkan data literatur dari berbagai perpustakaan yang 

berhubungan dengan penelitian. Analisis data menggunakan penalaran induktif 

deduktif 

Hipotesa utama dalam penulisan ini menekankan bahwa pembunuhan 

tidak sengaja atau kealpaan tidak menghalangi sebagai hak waris karena tidak 

ada unsur kesengajaan dan tidak ada niat maupun motiv pembunuhan. 

Sehingga disini disamping memperhatikan hak-hak korban, dengan membayar 

ketentuan yang telah ada, juga lebih mementingkan hak ahli waris (sipelaku) 

yang telah ditinggalkan. Karena dia masih hidup yang banyak kewajiban-

kewajiban yang harus dilaksanakan dan itu membutuhkan harta peninggalan 

sikorban. 



 
 
 

 

xvii 
 

DAFTAR ISI 

Halaman Judul …………...………………………………………………….i 

Halaman Nota Dinas……………...…………………………………………ii 

Halaman Pengesahan..…………….………………………………………..iv 

Halaman Motto……...………………………………………………………v 

Halaman Persembahan…………….………………………………………..vi 

Kata Pengantar……………………………………………...……………...vii 

Pedoman Trasliterasi…………………………..………………………….....x 

Abstrak…………………..………………………………………………...xvi 

Daftar Isi…...……………………………………………………………..xvii 

Bab I Pendahuluan 

a. Latar Belakang Masalah……………….…………..………………..1 

b. Rumusan Masalah…...………………………………………………5 

c. Tujuan dan Kegunaan…..……………………….…………………..5 

d. Telaah Pustaka…...………………………………………………….6 

e. Kerangka Teoritik………...…………………………….…………...8 

f. Metode Penelitian………………………………...………………..13 

g. Sistematika Pembahasan……………..…………….………………15 

Bab II Tinjauan Umum Pembunuhan Tidak Sengaja dan Kewarisan 

A. Tinjauan Umum Pembunuhan Tidak Sengaja……………………..16 



 
 
 

 

xviii 
 

1. Pengertian Delik Pembunuhan Tidak Sengaja.………………...16 

2. Unsur-Unsur Pembunuhan Tidak Sengaja……………………..20 

3. Sanksi Pembunuhan Tidak Sengaja……………………………24 

B. Tinjauan Umum Tentang Kewarisan  

1. Pengertian Warisan dan Dasar Hukum Kewarisan..…………...31 

2. Sebab-Sebab Mendapat Warisan ……………………………...37 

3. Rukun dan Syarat Kewarisan……………………………….....37 

4. Halangan Menerima Warisan……………………………….....39 

5. Penggolongan Ahli Waris……………………………………...44 

Bab III. Kewarisan Dalam Pembunuhan Tidak Sengaja. 

A. Kewarisan Dalam Pembunuhan Tidak Sengaja…………………...52 

1. Pendapat Para Ulama Tentang Pembunuhan Tidak sengaja 

Menerima Kewarisan…………………………………………..52 

2. Pendapat Para Ulama Tentang Pembunuhan Tidak Sengaja 

Sebagai Penghalang Kewarisan………………………………..55 

3. Singkrornisasi Kewarisan Dalam Pembunuhan Tidak 

Sengaja…………………………………………………………63 

B. Pembunuhan Tidak Sengaja Dalam KHI……………..……………65 

C. Pembunhan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Islam………….68 

Bab IV. Analisis Pembunuhan Tidak Sengaja Dalam Kewarisan. 

A. Pembunuhan Tidak Sengaja Sebagai Penghalang Hak Waris……..69 

B. Pembunuhan Tidak Sengaja Bukan Sebagai Penghalang Hak 

waris…….…………………………………………………..……...74 

 



 
 
 

 

xix 
 

Bab V. Penutup 

a. Kesimpulan………………………………………………………...90 

b. Saran………………………………………..……………………...91 

Daftar Pustaka……………………………………………………………92 

Lampiran-lampiran 

i. Terjemahan Teks Arab……………………………………………..95 

ii. Biografi Sarjana Dan Ulama………………………………….........98 

iii. Curriculum vitae………………………………………………….100 

 

 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembunuhan identik dengan kejahatan, pembunuhan identik dengan 

kejahatan yang sangat kejam 

Agama Islam adalah agama amal bukan agama teori, sehingga kajian 

terhadapa hukum-hukum Allah pun harus dapat menyentuh realitaas sosial 

yang berkembang. Ideologi sering mengalami kesulitan ketika harus 

berhadapan dengan relaitas yang ternyata berbeda dengan konsep normatif 

ideologi.1 Marxisme gagal memahami realitas bangsa Indonesia karena ia 

berusaha memaksakan teori kelas dwi modernnya untuk memahami 

stratifikasi masyarakat yang sesungguhnya jauh lebih komplek. Dikotomi 

antara tradisionalis dan modernis, antara nasionalis dan Islam, antara sekuler 

dan Islam juga akibat berfikir ideologis. Akibatnya, umat tidak dapat bersifat 

terbuka dan merangkul semua golongan. Umat harus lebih terbuka sehingga 

sebanyak mungkin orang masuk dan Islam dapat lebih tampak sebagai 

Rahmatan lil ‘alamin. 

Hukum Pidana Islam merupakan salah satu bagian dari syarian Islam 

yang materinya kurang begitu dikenal oleh masyarakat muslim, bahkan di 

                                                 
1 Ahmad Bahiej, Makhrus, October, , Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer, 
(Yogyakarta: Pokja Akademik, 2006) 
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kalangan cendikiawan muslim sendiri masih ada yang beranggapan bahwa 

hukum-hukum pidana Islam (al-Qur’an dan Hadis) itu sudah tidak relevan 

lagi untuk diterapkan pada zaman modern ini. Anggapan ini sebenarnya 

dipengaruhi oleh pemikiran para orientalis Barat pada umumnya yang 

mengatakan bahwa hukum pidana Islam itu hukum yang kejam, biadab, tidak 

manusiawi, melanggar hak asasi manusia, dan sebagainya. 2 

Anggapan yang miring terhadap hukum pidana Islam ini perlu 

dieliminir dengan langkah-langkah sosialisasi dan penyebarluasan ilmu 

hukum pidana Islam ke seluruh lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat 

kampus dan kalangan cendikiawan, sampai pada masyarakat luas umumnya. 

Banyak dalil-dalil hadits (pembunuh tidak dapat menerima hak waris) 

khususnya yang dijadikan sebagai alasan atau refrensi baik itu berupa 

wacana, buku-buku, maupun skripsi Dan mungkin itu hanya satu-satunya 

dalil yang dijadikan sumber apabila masalah itu terjadi. Dalil yang seperti itu, 

banyak ditemukan khususnya di dalam skripsi. Penyusun sering menjumpai 

buku-buku, literature maupun skripsi yang mengharuskan terhalangnya 

pembunuhan terhadap hak waris. Disebabkan pembunuhan. Suatu contoh: 

seorang bapak dengan bapaknya bekerja menggali sumur. Mereka terbilang 

keluarga yang kurang mampu. Pada ketika istirahat, bapaknya terporosot 

disumur yang digali itu hingga ahirnya meninggal dunia. Dari pihak anak 

                                                 
2 Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar 
Grafika), 2006, hlm. V. 
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sama sekali tidak ada untuk mencelakai apalagi niat membunuh. 

Pembunuhan terhadap pewaris atau kerabat baik dengan dengan sengaja 

maupun dengan sebab-sebab yang lain tanpa alasan, adalah benar-benar telah 

memutuskan tali kekeluargaan (perwalian) dan membuat perasaan sedih 

kepada kerabat-kerabat yang semestinya harus di jaga darahnya, dijaga 

nyawanya dan dikokohkan ikatan kekerabatannya. Apalagi tindakan 

pembunuhan tersebut dilakukan karena terdorong oleh kemaun untuk 

mempercepat berhasilnya tujuan memperoleh harta peninggalan. Adalah 

logis kiranya bahwa syari’at tidak membenarkan seseorang yang berusaha 

mencapai suatu tujuan dengan melalui jalan-jalan yang dapat menimbulkan 

kemudharatan bagi orang lain3. Kata “pembunuhan” dimata umum sangat 

mengerikan dan dicap sebagai tindakan yang sangat tidak manusiawi. 

Pembunuhan tidak hanya merupakan kejahatan kemanusiaan tetapi juga 

termasuk kejahatan keagamaan4. Sehingga masyarakat umum menyerukan 

dengan hukuman yang paling berat. Untuk mencegah perbuatan pembunuhan 

itu setidaknya meminimalisir akan terjadi pembunuhan. Dalam hadits 

disebutkan “memelihara satu jiwa sama halnya memelihara seluruh manusia, 

dan sebaliknya menghilangkan satu nyawa sama dengan menghilngkan 

semua manusia”.  

                                                 
3 Drs. Fatchur Rahman, Ilmu Waris, Bandung: Al-Ma’arif, 
4 Dr. Ali Sodiqin, Hukum Qisas (dari tradisi arab menuju hokum islam),Yogyakarta: Tiara 
wacana, 2010 
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Banyak kasus-kasus yang telah terjadi dibelbagai daerah mengenai 

harta warisan. Bahkan salaing membunuh antara satu dengan yang lain. 

Dalam keadaan terhimpit ekonomi, anak yang ditinggal mati oleh bapak atau 

orang tua yang meninggal karena kecelakaan yang terjadi dengan anak 

tersebut ketika bekerja, sedangkan tidak sedikitpun ada niat untuk membunuh 

bapak atau orang tuanya, kalau tidak mendapatkan harta warisan. Maka 

apakah hal tersebut tidak akan menimbulkan putusnya tali persaudaraan 

antara saudara-saudaranya.  

Sedangkan pembagian harta warisan disamping mendapat hak-hak 

yang harus diterima juga untuk membina keakraban sesamanya. Inilah tujuan 

pembagian harta waris. Tidak bisa dipungkiri lagi di zaman sekaranng ini, 

bahwa kematian seorang anggota keluarga selalu membawa malapetaka bagi 

hubungan keluarga bahkan ada yang sampai bunuh-bunuhan disebabkan 

perebutan harta warisan. 

Dengan keadaan diatas timbul permasalahan apakah semua jenis 

pembunuhan itu dapat menghalangi hak waris jika kita menjumpai kasus-

kasus diatas? Apakah pemberlakuan hukum terhalangnya hak waris  

sebagaimana apa adanya seperti yang tercantum di dalam hadits, ataukah 

dapat dilakukan penafsiran ulang terhadap ketentuannya? Ini yang menjadi 

permasalahan kenapa penyusun mengambil judul “Pembunuhan tidak 

sengaja dalam hak waris”  
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Dengan demikian maka tulisan ini nantinya diharapakan akan menjadi 

modal awal dalam pengkajian Pembunuhan Tidak Sengaja Dalam Hak Waris  

yang ada didalamnya melalui argumentasi yang terdapat didalam perspektif 

hukum Islam. Maka persoalan yang kursial untuk diangkat adalah lebih 

terfokus kepada aspek hukuman yang diberikan kepada pelaku berdasarkan 

hukum pidana Islam dan pengaruhnya terhadap hak waris. 

Akhirnya semoga tulisan ini diharapkan sebagai motivasi bagi hukum 

yang ada di Indonesia di dalam mengakomodasi hukum Islam, sehingga 

hukum Islam yang dijalankan lebih bersifat universal (rahmatan lil’alamin) 

dalam mewujudkan bangsa yang madani. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian tentang latar belakang masalah tersebut dapat ditarik 

beberapa pokok masalah yaitu: 

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana 

pembunuhan tidak sengaja kaitannya dengan hak waris? 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan  

1. Tujuan Penulisan  

a. Secara teoritis tujuan penulisan ini untuk mendeskripsikan bagaimana 

pandangan hukum Islam terhadap pembunuhan tidak sengaja 

kaitannya dengan hak waris 
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b. Mendeskripsikan bagaimana pandangan hukum islam terhadap 

pengaruh tindak pidana pembunuhan tidak sengaja terhadap hak 

waris. 

2. Kegunaan Penulisan 

Kegunaan penulisan ini diharapkan sebagai sumbangan khasanah 

intelektual dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang 

hukum pidana Islam. Dan diharapkan sebagai bahan rujukan dalam masalah 

pembunuhan yang tidak sengaja dalam kaitannya dengan hak waris, yang 

mana sebagian besar untuk menyelesaikan hal yang demikian itu mengambil 

dalil bahwa pembunuhan (sengaja ataupun tidak sengaja) itu tidak berhak 

menerima warisan. Padahal hukum Islam itu banyak pendapat yang menjadi 

pedoman yang harus disesuaikan dengan peristiwanya. Dan diharapkan 

sebagai masukan bagi pemerintah dalam menetapkan suatu  kebijakan hukum 

dalam rangka pengembangan sistem hukum yang bersifat universal serta 

memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. 

D. Telaah Pustaka 

Dari hasil penelitian sebelumnya, penulis banyak menemukan tulisan-

tulisan yang berkaitan dengan pembunuhan ini. Adapun tulisan-tulisan yang 

ada kaitannya dengan persoalan tersebut antara lain: 

Prof. Dr. H. Amir Syrifuddin dalam bukunya “Ushul Fiqh I&II” 

menyatakan bahwa pembunuhan dengan tidak sengaja (al-Qatlu al-Khata’) 

sebagaimana dalam mendeskripsikan hadits yang disebut diawal tidak 
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menghalangi menerima hak waris. Karena dalam hadits tersebut 

menggunakan lafadz (pembunuh) itu masih umum. Yang mana dalam delik 

pembunuhan itu ada tiga kategori pembunuhan yaitu : pembunuhan sengaja, 

pembunhan semi sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Dan itu sudah jelas 

antara satu dengan yang lainnya tidak sama hukumannya. 

Drs. H. Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya “Pengantar dan Asas 

Hukum Pidana Islam” menjelaskan bahwa dalam delik pembunuhan dengan 

tidak sengaja (al-Qatlu al-Khata’) syara’ dalam kadaan tertentu tidak 

membolehkan dijatuhkannya hukuman atas kekeliruan sebagai pengecualian 

dari ketentuan pokok sebagaiman yang tersebut dalam al-Quran surat An-

Nisa’ ayat 93. 

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum dalam bukunya “Hukum Pidana Islam di 

Indonesia” menjelaskan tentang kriteria pembunuhan, macam-macam 

jarimah pembunuhan, unsur-unsur jarimah pembunuhan, dan 

pertanggungjawabannya. 

Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H dan Christine S.T. Kansil, S.H., 

M.H.”Pokok-Pokok Hukum Pidana” dalam bukunya tersebut menjelaskan 

kategori peristiwa pidana, yang mencakup didalamnya : dolus dan culpa, 

penanggung jawab peristiwa pidana dan kesalahan dan beberapa bentuk 

kesalahan. Pengertian culpa dalam buku tersebut berarti alpa “cilpose 

delictien” artinya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang 

dilakukan dengan tidak sengaja, hanya karena kealpaan (ketidakhati-hatian) 
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saja. Sebagaimana dalam pasal 359 KUHP. Sedangkan berdasarkan 

bentuknya culpa atau kesalahan dibedakan menjadi culpa levissima dan culpa 

lata. culpa levissima berarti kealpaan yang ringan sedangkan culpa lata 

adalah kealpaan besar. 

Prof. Dr. T. Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy “Hukum-Hukum Fiqh 

Islam”  dalam bukunya disebutkan bahwa tidak mempengaruhi hak waris 

bagi ahli waris yang membunuh pewarisnya karena tidak sengaja. Ini yang 

disepakati oleh imam malik. 

E. Kerangka Teoritik 

Untuk membahas permasalahan yang ada, maka perlu diadakan 

pendekatan terhadap pokok permasalahan dan teori hukuman dalam sistem 

hukum pidana Islam dan prinsip-prinsip yang dianut dalam sistem pidana 

Islam 

Hukum pidana menurut syariat Islam merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dalam kehidupan setiap muslim dimanapun ia berada. Syariat 

Islam merupakan hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap orang muslim, 

karena syariat Islam merupakan bagian ibadah kepada Allah SWT. 

Namun dalam kenyataannya, masih banyak umat Islam yang belum tahu 

dan paham tentang apa dan bagaimana hukum pidana Islam itu, serta 

bagaimana ketentuan-ketentuan hukum tersebut seharusnya disikapi dan 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
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Hukum pidana Islam sering mendapat tudingan sebagai hukum yang out 

of date dan dehumanis. Tudingan itu terjadi karena ketidaksanggupan mereka 

menangkap ruh syariat Islam. Padahal hukum pidana Islam sebagaimana 

yang tertera dalam nash tidaklah absolut (letterlijk). Hukum pidana Islam 

bukanlah bersifat ortodoks melainkan memberikan ruang gerak bagi pikiran 

manusia untuk ijtihad. 

Hukum pidana Islam merupakan ilmu pengetahuan tentang hukum, oleh 

karena itu peninjauan bahan-bahan mengenai hukum pidana, terutama 

mengenai segi pertanggungjawaban manusia tentang perbuatan yang dapat 

dihukum tidak bisa terlepas dari teori-teori tentang hukuman atau sanksi5 

Hukum yang ditegakkan dalam syariat Islam mempunyai dua aspek. 

Pertama aspek pencegahan (الردع والزجر). Aspek ini kegunaannya adalah 

rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak 

mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat 

seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan jarimah. Kedua aspek 

perbaikan dan pendidikan (الإصلاح والتهديب). Dengan aspek yang kedua ini, 

diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi 

jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri 

dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat rida dari 

Allah WST. Dengan diterapkan kedua aspek tersebut akan menghasilkan satu 

aspek kemaslahatan (positif), yaitu bentuk moral yang baik, maka akan 

                                                 
5 Drs. Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, Teras, Yogyakarta, 2009. hlm. 
124 
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menjadikan masyarakat menjadi aman, tentram damai dan penuh dengan 

keadilan, karena moral yang dilandasi agama akan membawa perilaku 

manusia sesuai dengan tuntutan agama. 

Abdul Qadir Awdah, seorang ahli hukum pidana Islam dari Mesir, 

mengatakan bahwa prinsip hukuman dalam Islam dapat disimpulkan dalam 

dua dasar pokok, yaitu menuntaskan segala perbuatan pidana dengan 

mengabaikan pribadi dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus 

menuntaskan segala bentuk tindak pidana. Ini bertujuan untuk memelihara 

stabilitas masyarakat, sedangakan untuk pribadi terpidana bertujuan untuk 

memperbaiki sikap dan prilakunya. Oleh karena itu, menurutnya, hukuman 

bagi segala bentuk tindak pidana yang terjadi harus sesuai dengan 

kemaslahatan dan ketentraman masyarakat yang menghendaki.6 

Tujuan hukum Islam adalah kebahagian hidup manusia didunia dan 

akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan 

mencegah atau menolak yang madhorat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup 

dan kehidupan, baik rohani maupun jasmani, individual mapun sosial. 

Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan ini saja, tetapi juga untuk 

kehidupan yanng kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq al-Sathibi (m.d 790/1388) 

merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara (1)agama, (2) jiwa, 

                                                 
6 Ibid, 126 
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(3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta. Kelima tujuan hukum Islam tersebut 

kemudian disebut Al-Maqasid Al-Khamsah, atau Al-Maqasid Al-syari’ah7.  

Tujuan hukum Islam merupakan pembahasan penting dalam hukum Islam 

yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Jumhur 

ulama sudah sepakat bahwa sumber-sumber Islam pada umumnya ada empat, 

yaitu: Al-Qur’an, Hadits, Ijma’ dan Qiyas. Hukum yang diambil dari sumber-

sumber tersebut wajib diikuti. Urutan-urutan penyebutan menunjukan urutan-

urutan dan kedudukan kepentingannya. Yakni apabila tidak terdapat hukum 

suatu peristiwa dalam Al-Qur’an baru dicari dalam Sunnah, kalau tidak 

terdapat dalam Sunnah dicari dalam Ijma’ dan kalau tidak terdapat dalam 

Ijma’ baru dicari dalam Qiyas8. 

Masih ada sumber-sumber hukum yang lain yaitu: Istihsan, Istishhab, 

Maslahah Mursalah, ‘Urf, Mazhab Sahabat, dan syari’at sebelum Islam. 

Al-Qur’an dan Sunnah merupakan dasar syari’at Islam dan berisi aturan-

aturan syari’at yang bersifat umum (kulli). Sumber lain sebenarnya tidak 

membawa aturan-aturan dasar baru, atau aturan-aturan yang bersifat umum, 

melainkan lebih tepat untuk dikatakan sebagai cara pengambilan hukum-

hukum dari Nash dan Sunnah.sumber-sumber lain tersebut tidak boleh berisi 

                                                 
7 Dr. H. Mustafa, Drs, H. Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer,Jakarta: Sinar Grafika, 
2009. Hlm: 6 

8 A. Hanafi, Asas-Asas hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1976. Hlm: 35 
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atura-aturan yang berlawanan dengan Al-Qur’an dan hadits. Karena sumber-

sumber lain itu sendiri bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah9.  

Masalah-masalah yang tidak teks  ayat atau hadits yang jelas dengan 

kasus diatas. Dalam hal ini ijtihad mengembangkan prinsip-prinsip hukum 

yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits. Fungsi ijtihad disini untuk 

meneliti dan menemukan hukumnya lewat tujuan hukum, seperti dengan 

Qiyas, Istihsan, Maslahah mursalah 

Disini penyusun menggunakan Istimbath hukumnya yang diantaranya 

adalah dari al-qur’an, hadits dan juga maslahah mursalah.  

Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur’an, begitu 

pula dalam perintah dan larangan Nabi dalam Sunnah yang terumuskan 

dalam fikih, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan 

tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu 

sebagai rahmat bagi umat manusia sebagaiman dijelaskan dalam Al-Qur’an 

surat al-Anbiya : 107 tentang tujuan Nabi Muhammad diutus. 

Rahmat untuk seisi alam dalam ayat diatas diartikan dengan kemaslahatan 

umat10. Azas atau pondasi Fiqih Islam adalah kemaslahatan umat. Tiap-tiap 

maslahah dituntut oleh syara’ dan tiap-tiap yang memberi mudharat dilarang 

syara’. 

                                                 
9 Ibid, 36 
10 Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh II, Jakarta: Kencana, 2009. Hlm: 219 
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Secara sederhana maslahat diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima 

oleh akal yang sehat11. Diterima akal, mengandung arti bahwa akal itu dapat 

mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap suruhan Allah dapat dipahami 

oleh akal, kenapa Allah menyuruh, yaitu karena mengandung kemaslahatan 

untuk menusia baik dijelaskan sendiri alasannya atau tidak. 

Maslahat Mursalah ialah maslahat yang bersesuain dengan maksud syara’ 

yang tidak diperoleh dalil yang menunjukkan bahwa syara’ menta’birkan 

(menetapkan) maslahat itu, atau tidak menta’birkannya12. 

Dalam  kasus diatas, kemaslahatannya adalah nasib dari anak yang 

ditinggalkan itu jika tidak mendapat hak warisan dari bapak yang meninggal 

dunia sebab terperosot dalam sumur ketika bekerja dengan anaknya. Dalam 

al-Qur’an tidak dijelaskan secara tegas mengenai terhalangnya  

F. Metode Penelitian. 

Metode adalah suatu cara atau rumusan tertentu yang secara sistematis 

untuk menggarap dan menyelesaikan suatu permasalahan dengan tujuan agar 

suatu permsalahan itu mencapai hasil akhir yang baik.  

a. Jenis Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini data yang diperoleh berasal dari literatur, 

berbagai buku tentang pidana Islam, berbagai skripsi, maka penelitian ini 

                                                 
11 Ibid., 220. 
12 Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab Dalam 

Membina Hukum Islam,Jakarta: Bulan Bintang, 1972. hlm: 37.  
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adalah penelitian kepustakaan (libary research) dengan mencari dan 

mengumpulkan data yang erat kaitannya dengan penelitian  

b. Sifat Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan penelitian yang 

bersifat deskriptif analitik dengan memaparkan data yang ada kaitannya 

dengan permasalah kemudian dianalisa menurut pandangan Islam 

c. Pendekatan Masalah 

Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan 

normatif yaitu pendekatan dengan tolak ukur norma agama melalui penelitian 

pada teks-teks al-Qur’an dan hadis serta buku-buku fiqh dan ushul fiqh 

sebagai pembenar atau pemberi norma terhadap masalah menjadi bahasan 

sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu boleh, selaras atau tudak 

dengan ketentuan Syari’at. 

d. Pengumpulan Data  

Teknik pengumulan data yang dilakukan adalah dengan mencari data yang 

berhubungan dengan permasalahan dan ditarik suatu kesimpulan dengan 

menggunakan beberapa metode penyimpulan terhadap data adalah sebagai 

beriktu: 

a. Deduksi, yaitu suatu kesimpulan yang diambil dari suatu yang bersifat 

khusus kepada suatu yang bersifat umum. 
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b. Induksi, yaitu suatu metode yang melakukan suatu kesimpulan bertitik 

tolak dari hal-hal yang bersifat umum dan kemudian diambil suatu 

kesimpulan yang bersifat khusus. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran secara umum tentang isi pembahsan yang 

disajikan dalam pembahasan ini, maka perlu kiranya penyusun 

mengemukakan sistematika penyusunannya yang meliputi : 

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang mencakup latarbelakang masalah 

dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran, sehingga dapat 

diperoleh beberapa pokok permasalahan dan tujuan dan kegunaan penulisan, 

telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika 

pemabahasan. 

Bab Kedua, menguraikan tentang delik pembunuhan karena kelapaan 

dalam pandangan hukum pidan Islam yang didalamnya mencakup tentang 

pengertian, unsur-unsur, serta pertanggungjawabannya. 

Bab Ketiga, menguraikan tentang pengaruh delik pembunuhan karena 

kelapaan terhadap hak waris dalam pandangan hukum pidan islam yang 

didalamnya mencakup kriteria, unsur-unsur, serta pertanggungjawabannya. 

Bab Keempat, menguraikan tentang analisis dari segi kriteria hukum 

pidana pembunuhan karean kealpaan terhadap hak waris dalam hukum pidan 

islam, serta analisis pertanggungjawaban pidana pembunuhan tidak sengaja 

dalam hukum pidana islam. 
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Bab Kelima, merupakan bab yang terahir atau bab penutup yang 

didalamnya berisi tentang kesimpulan penelitian yang diikuti dengan pesan, 

kritik, dan saran-saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari berbagai penjelasan diatas, pembunuhan yang mempengaruhi terhadap 

menerima hak waris adalah pembunuhan sengaja dan semi sengaja. Sedangkan dalam 

pembunuhan tidak sengaja terhadap hak waris tetap berhak menerima hak waris. Karena 

perbuatan (pembunuhan) bukan termasuk kategori pembunuhan yang bersifat tindak 

jarimah yang hakiki melainkan perbuatan biasa.  

Artinya perbuatan tersebut bukan karena niat atau motiv melainkan karena akibat 

kelalaian. Sejati pembunuhan adalah suatu perbuatan yang sangat diwanti-wanti oleh 

syara’ sehingga syara’ tidak segan-segan memberi hukuman qishash terhadapnya. Karena 

pembunuhan sangatlah tidak manusia dan syara’ menjaga terhadap keselamatan dan 

kelangsungan hidup manusia. Yang dikenal dengan Maqashidul Syari’ah.  

Jadi tidak semua pembunuhan pembunuhan dapat dihukum. Apalagi bisa 

menghalangi penerimaan hak waris. Jika pembunuhan yang bermotiv jahat maka 

terhalang dari penerimaan hak waris. Kalau melihat pembunuhan tidak sengaja dari sudut 

apa yang bisa menghalangi hak waris. Karena didalam tidak ada niat maupun motiv 

pembunuhan. Maka pembunuhan karena tidak sengaja tetap mendapat hak waris 

alasannya sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab analisis. 

                                                                                                                                                                                 
 



91 
 

 
 

b. Saran 

Saran dari penulis, sebagai kaum intelektual dan akedemik selayaknya berpikiran 

jernih dan memperbanyak refrensi untuk memproduksi suatu hukum atau keputusan 

dalam permasalahan yang sudah maupun yang akan datanng. Karena dalam Islam banyak 

para ulama yang berbeda pendapat dalam satu masalah. Inilah fungsi akal yang diberikan 

kepada semua insan untuk berijtihad untuk memberikan suatu hukum sebagai pegangan 

hidup. Tentunya tidak mendahulukan sumber utama yaitu al-Qur’an dan Hadis. Karena 

ruang lingkup ijtihad sebagai tugas pokok akal adalah ketidak adaan hukum dari kedua 

sumber tersebut. 
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